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Analisis KR
Tata (R)Uang

Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho

KASUS korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta baru-baru
ini adalah gratifikasi dan atau suap terkait penerbitan Surat Izin
Mendirikan Bangunan (SIMB). Sejatinya, seberapa pent-
ingkah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu ditegakkan?

Izin mendirikan bangunan pada dasarnya adalah instru-
men penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan sebuah
kota dan mewujudkan tata ruang kota yang serasi antara
daya dukung lingkungan dan daya tamping sosial. Dengan
demikian, IMB juga berfungsi untuk

melindungi masyarakat dari tindakan yang berupa pendiri-
an bangunan sembarangan yang berpotensi merusak ling-
kungan hidup. Kalau filosofi ini diamini, maka jelas bahwa
izin mendirikan bangunan bukan saja merupakan instrumen
yang bersifat regulatif- :

administratif. Namun lebih lagi adalah sarana preventif un-
tuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, IMB bukan dalam rangka mengejar tar-
get pemasukan bagi keuangan daerah belaka. Jauh lebih
penting adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan ko-
ta dari pendirian bangunan-bangunan yang sembarangan
yang berpotensi besar merusak lingkungan fisik, maupun
lingkungan sosial sebuah kota.
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Tata ...

Yogyakarta dan kota-kota be-
sar lainnya di dunia sudah penuh
sesak dengan bangunan-ba-
ngunan bertingkat. Baik hotel,
restoran, sarana pendidikan, pari-
wisata, dan permukiman umum.
Bangunan-bangunan tersebut
perlu diatur dengan cara di-
lakukan seleksi penilaian yang
ketat bagaimana sebuah ba-
ngunan harus memenuhi syarat
yang ditentukan. Mereka tidak sa-
ja menambah beban lingkungan
fisik, seperti pengurasan air tanah
dan penutupan areal terbuka. Na-
mun juga dampak-dampak sosial
lainnya berupa kemacetan lalu
lintas, konfiik sosial, sampai po-
tensi kriminalitas dan sebagainya.

Karenanya, untuk mengeluar-
kan SIMB, tidak cukup hanya
berhitung di atas kertas dari sisi
ekonomi, namun juga sosial, bu-
daya, dan lingkungan. Artinya ti-
dak hanya berhenti pada tataran
administratif belaka, namun harus
ditimbang  untung  ruginya.
Permasalahan ini bisa berlanjut*
terus jika pengawasan dan evalu-
asi tidak dilakukan secara serius.
Seperti awalnya sebuah bangun-
an memenuhi syarat, namun
dalam perkembangannya terjadi
alih fungsi atau perluasan yang ti-
dak dilaporkan.

Dari titik itulah, manajemen un-
tuk mengurus SIMB harus benar-
benar komprehensif, yakni
edukatif, partisipatif, agresif, dan
aplikatif. Edukatif adalah sarana
pertama untuk menginformasikan
kepada masyarakat tentang ke-
sadaran pendirian bangunan
yang aman bagi lingkungan dan
agresif adalah langkah tegas
menindak para pelanggar IMB
tanpa pandang bulu. Partisipatif
adalah peran masyarakat untuk
ikut mengawasi penyimpangan,
dan aplikatif adalah kemudahan
untuk mengurus jika syarat-syarat
dipenuhi.

Tantangan terbesar adalah go-
daan dari para pengusaha dan
pengembang nakal seba-
gaimana dialami para pejabat
tersebut. Para pengusaha nakal
yang memiliki modal besar,
berusaha untuk memaksimalkan
untung, dengan cara menyuap
para pejabat pemberi izin.
Mereka paham, Kota Yogyakarta
sudah penuh dengan bangunan
dan hampir tidak ada lagi daya
dukung lingkungan, maka up-
ayanya adalah memaksakan ke-
hendaknya.

Dengan demikian jelas jika

tudingan ini benar. Mereka ber-
sama-sama merusak lingkungan
kota dengan sadar. Padahal jelas
bahwa bumi ini adalah titipan
anak cucu, yang harus dikemba-
likan minimal sama dengan saat
ini, syukur dijaga jauh lebih baik.
Para pejabat pemerintah kota di-
amanahi untuk menjaga kotanya,
dan mereka digaji oleh rakyat. Ji-

ka dalam bekerja justru merusak
ﬁrpkungan yang mengancam ke-
buah tragedi yang tidak dapat di-
maafkan.

Ada sebuah ironi besar Ketika
seorang kepala daerah ikut
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sebagaimana dijanjikan ketika
kampanye. Tata ruang tidak boleh
dipelesetkan menjadai tata uang.
Jika tata ruang orientasinya ke-
serakahan, maka akan mem-
bawa kepada ébunuh dirii ber-
sama. (Penulis, Profesor limu
danL

merusak sumberdaya alam di
wilayah yang mestinya menjadi
tanggung jawab untuk dijaganya
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